
BUPATILUWU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU 

NOMOR: 134 T.!HUN 2 1i 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU 
NO.MOR 12.3 'J.'AJIUN 2.016 TENTANG TU('��s J)ftN FUNG.SI 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RT JPATT T .T TWT T .....-------..--..--- --, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kondisi 
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Luwu, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan 
mengubah Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2016 
tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Luwu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 
Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Luwu. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nnmnr 29 Tahun 19.59 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembarari Nezara . � 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Nomor 28). 

MEMUTUSKAN ; 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 123 TAHUN 2016 
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 
KJ.\BUPATEN LUWTJ. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor Nomor 123 
Tahun 2016 tentang Togas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 123), diubah sebagai 
berikut: 
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1. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Bagian Ke.sembila.n 

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

Pasal 26 

(1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang 
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 
mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan 
dan evaluasi kebijakan daerah bidang Administrasi Pembangunan, 
meliputi Bina Administrasi Pembangunan, Perumusan Kebijakan dan 
Pengendalian Pembangunan, dan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, 
serta Pengelolaan Informasi Lainnya, dan menyiapkan bahan 
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta 
melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada �yat (1), 
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan 
daerah bidang Bina Administrasi Pembangunan, Perumusan 
Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan, dan Monitoring, 
Evaluasi, dan Pelaporan, dan Pengelolaan Informasi Lainnya, serta 
menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah; 

b. penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah terkait Bina Administrasi Pembangunan, 
Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan, dan 
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 

c. penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Bina Administrasi 
Pembangunan, Perumusan Kebijakan dan Pengendalian 
Pembangunan, dan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, serta 
Pengelolaan Informasi Lainnya; 

d. penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka 
pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Administrasi Pembangunan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

nPl::iks::in::i::in 
,:- ------------------ 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

dan/atau memaraf 
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f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan 
perumusan kebijakan daerah terkait Bina Administrasi 
Pembangunan, Perumusan Kebijakan dan Pengendalian 
Pembangunan, dan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan 
daerah bidang administrasi pembangunan; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan dan 
penganalisaan data dalam rangka Bina Administrasi Pembangunan, 
Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan, dan 
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan Bina Administrasi Pembangunan, 
Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan, dan 
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan jadwal 
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Bina Adrmmstrasi 
Pembangunan, Perumusan Kebijakan dan Pengendalian 
Pembangunan, dan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan hasil 
Bina Arlniini�tr��, PPnih�na11n�n - ----------0--------, PPr11ni11��n 

Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan, dan Monitoring, 
Evaluasi, dan Pelaporan; 

1. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelatihan, 
bimbingan teknis dan sosialisasi administrasi pembangunan; 

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melaksanakan 
pemantauan terhadap penyebarluasan informasi dan regulasi 
menyangkut administrasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Luwu; 

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
kebijakan daerah bidang administrasi pembangunan; 

o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas 
dan fungsi; 

p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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2. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Paragraf 1 

Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan 

Pasal 27 

(1) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang Bina Administrasi 
Pembangunan. 

(?\ TJrAiAn tntrn� �PhAP"AlTnAnA nirnAk�lln nAnA AVAt (1 \ TnPlinnti · ,-, - -------- ---o--- --·---0------- ... ---- ---------- --- r----- -J- .. - ,-,, ------r---- · 
a. menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Bina 

Administrasi Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tu gas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
TnPnAnnAtAnP"Ani NA�kAh ninA�· -------------------0----- - ·--------- -------, 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan Bina Administrasi 
Pembangunan; 

g. melakukan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Bina 
Administrasi Pembangunan; 

h. menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan administrasi 
pembangunan; 

a. melakukan pembinaan, 
pengawasan pelaksanaan 

pengoordinasian, pengendalian, 
tugas jabatan pelaksana lingkup 

subbagian; 
b. melakukan pengoordinasian dengan instansi terkait tentang Bina 

Administrasi Pembangunan; 
c. menyimpan dan memelihara data serta dokumen-dokumen 

kegiatan pembangunan; 
d. menyiapkan nPrrnA�A lA hAn r -- ---- ... -- .. -- .. ------ 

pelaksanaan kegiatan. 
e. menyiapkan bahan-bahan koordinasi pengendalian terhadap 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan 
kegiatan yang berkaitan dengan Administrasi Pembangunan; 

f. melaksanakan pembinaan administrasi kontrak terhahap kegiatan 
yang dibiayai oleh APBD dan sumber lainnya yang sah; 

g. mengumpulkan data kegiatan sebagai dasar pembinaan 
Administrasi pembangunan; 

1. TnPbknk-An k-nnrninA�l nAn knn�nltA�l nPnP"An lPrnhAP"A nPTnPrintAh ----------------- --- -- -------- �---- ------ -------- -----o- .. -- ---------o-- r: ------ -------- 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

j. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
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k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 
Bina Administrasi Pembangunan dan Pengelolaan Informasi 
Lainnya dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan 
QPh::io.::li h::ih::in nPrlltnllQ::ln k-Ph11::ik::in· n::in -----c:,--- ·--------- r-- ------------ ---·-J--------, ----- 

1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Atasan, 
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Paragra/2 

Sub Bagian Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan 

(1) Sub Bagian Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu 
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan 
penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang 
Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Perumusan 

KPhii::ik::in n::in PPnP-Pnn::ili::in PPrnh::in011n::in QPh::io.::ii nPnnrn::in ----J------- ----- - ---c:,----------- - ----�----0-------- --·---o--- r - ---------- 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian Perumusan Kebijakan dan 
Pengendalian Pembangunan untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

memaraf dan/atau 

e. 

f. 

tnPno1k-11t1 r::in.::it-r::in::it QPQll.::11 nPno::in hin::ino tllP-::l�nv::i· ------0------- ---r--- ---r--- ------ .. - ----o- .. -- ·---·----o ---o----J ..... , 

mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan perumusan kebijakan 
adrnirristraai pemha ngu nan; 

g. menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan pengendalian 
administrasi pembangunan sebagai bahan laporan atau 
pertimbangan kepada atasan; 

nPrnhin.::i::in 
J. ... --- ·- ---------, 

nPnP-Pnn::111::in 1. ---0------------, 

pengawasan pelaksanaan tugas jabatan pelaksana lingkup Sub 
Bagian; 

h. menyimpan dan memelihara data serta dokumen-dokumen 
kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan; 

i. mengumpulkan program dan petunjuk pelaksanaan kegiatan 
menurut sumber dana setiap tahun, sebagai dasar pengendalian 
kegiatan; 

j. pengumpulan h::ih::in pengendalian QPr'::IT::I hPrk.::il::i n.::in 1nQ1nPnt1l 

terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; 
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k. mengumpulkan bahan hasil monitoring dan pengendalian 
pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah; 

1. mempersiapkan bahan rapat koordinasi pengendalian secara 
berkala dalam rangka review pelaksanaan kegiatan agar seluruh 
kegiatan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu dan 
tepat sasaran; 

ffi. ffienyllSlln �tAnnAr nnk11mPn Anm;ni�frA�; knnfrAk dan 
pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan; 

n. mempersiapkan bahan langkah-langkah dan tindakan pemecahan 
masalah yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan masing-masing 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka tertib administrasi 
dan sesuai dengan isyarat dokumen kontrak; 

o. mengumpulkan bahan program tahunan pembanguan daerah 
secara teknis operasional berupa bahan atau petunjuk tentang 
penyusunan Anggran Pendapatan Daerah (APBD), dan sumber 
AnP-P-ArAn nPmhAnonAn li:dnnvA· ----00--- ---- r ----- ---o------ --------J --, 

p. mempersiapkan bahan pengendalian secara administrasi terhadap 
program-program pembangunan melalui Rencana Kerja Anggaran 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan menyusun 
program pembangunan tahun berjalan dan persiapan dalam 
bentuk DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 
Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan dan 
Pengelolaan lnformasi Lainnya dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Paragra/3 
Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pasal 29 

(1) �nh RAo;An Mnn;tnr;no RvAhrn�; nAn PPlAnnrAn r1;n;mn;n nlPh KPnAlA 
\-1 �--� ---o----- -·----- .... -----01 -----------, ----- - ----r------ --i:-----r--- ----- ---.1.---- 

Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang Monitoring, 
Evaluasi, dan Pelaporan. 
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Monitoring, 

Evaluasi, dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tu gas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
11nt11k- rnPnPPtAh111 nPrk-PrnhAnPAn nPlAk-sAnAAn t111:1As· -·---- .. -- ------o- ------ ... - r -----·---·--·--o- .. -- r --------------- .. -- ---o---, 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani Naskah Dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

dan/atau memaraf 

f. rnPnviAnk-�n -----..1 ---r----- rnPnPoorrlinAsik-�n --- ---o- - - -------------- dan 
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 

g. melakukan pembinaan, 
pengawasan pelaksanaan 
�nhh�gfan; 

h. melakukan pengoordinasian dengan instansi terkait tentang 
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 

i. menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan monitoring, 
evaluasi dan pelaporan sebagai bahan untuk dijadikan laporan 
atau pertimbangan kepada atasan; 

j. mempersiapkan bahan basil kerja sama dan koordinasi dalam 
rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan serta 
membuat laporan kegiatan; 

k. rnPrnnPrsi�nk-�n h�h�n h�sil PvAlnAsi nPl�k-s�n��n nPrnh�n1:111n�n --·-----.1 -- ----r------ ---- ... ------ ------- - · ------ ... --�- .1 ----------------- r ---· -------0------- 
yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Subsidi 
Provinsi, dan sumber dana lainnya; 

1. membuat laporan bulan dan triwulan berdasarkan data dari SKPD 
untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan dan diteruskan 
ke tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

m. menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA dan LAKIP Bagian Adm 
Pembangunan, serta membuat laporan berkala (per-triwulan) pada 
Sub Bagian Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik kegiatan 
sPlPsAi t�hnn t11n1:11:1Al rn�11n11n t�hnn i�rnAk-· - --- ----- ---- ---- --·--oo--- -------.1 ---- -----·-- J---------, 

n. mengumpulkan bahan basil evaluasi terhadap kegiatan selesai 
dan membuat laporan kegiatan selesai dalam rangka justifikasi 
pelaksanaan dokumen kontrak; 

o. membuat laporan kegiatan yang telah diserahterimakan oleh 
SKPD; 

p. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
jabatan; 

q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
At�n nonpemerintah, rl�l�rn rangka pelaksanaan tugas nAn fungsi: 

r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

s. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 
Monitorng, Evaluasi, dan Pelaporan dan Pengelolaan Informasi 
Lainnya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

pengoordinasian, pengendalian, 
tugas jabatan pelaksana lingkup 
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t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

5. Diantara Paragraf 3 Pasal 29 dan Bagian Kesepuluh Pasal 30 disisipkan 
1 (Satu) Bagian yakni Bagian Kesembilan a, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Rsu;·fS1n 'KP.�P.mhf1S1n SI - -·o--·-- -- - - - ---- ------ ·- 

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 29 a 

(1) R:::IP'i:::in PPno:::in:::i:::in R:::ir:::ino/.T:::is:::i ninimnin olPh J(pn:::ib R:::ioi:::in v:::ino ,-, -- ... o----- - ---0--------- -------o, ................. _.. --.1----r--- ----- ---.1------ - ... -o---- J----o 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 
mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan 
dan evaluasi kebijakan daerah bidang Pengadaan Barang/Jasa, 
meliputi Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 
Barang/Jasa dan Pengelolaan Informasi Lainnya, dan menyiapkan 
bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta 
melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas. 

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan 

daerah bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa, Pengelolaan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang/ J asa dan Pengelolaan Informasi Lainnya, serta 
menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah; 

b. penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah terkait Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, 
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa; 

c. penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan 
Pv:::1111:::isi nPl:::i ks:::in:::i:::in r - --·· ---·-----·-. 

Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan 
Pengelolaan lnformasi Lainnya; 

d. penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan 
pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Pengadaan Barang/ Jasa untuk mengetahui 
nP.rkP.mh::inP::in nP.1::ikR::in::i::in hJP::iR: .1: - - - - u- - .... - - - - - - - - -· - - --�-- -; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

dan/atau 

f. dan 
perumusan kebijakan daerah terkait Pengelolaan Pengadaan 
Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengelolaan 
Informasi Lainnya; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan 
daerah bidang pengadaan barang/ jasa; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan dan 
penganalisaan data dalam rangka Pengelolaan Pengadaan 
Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan 
Informasi Lainnya; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan evaluasi 
terhadap Pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa, Pengelolaan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengelolaan Informasi Lainnya; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan jadwal 
nPlA k�An:::i:;in nPTIP':::llATA�An nAn PVA h lA�l PPnP"PlnlA:::in PPnP":::lnA:::in r ---·----------- r ---o ....... ·· -----·-- -....- .. -- .... · - ... -- ...... -........ - ----c:,----- ... ---- - ---c:,----- ... -·-- 
Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengelolaan 
Informasi Lainnya; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan basil 
pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa, Pengelolaan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang/ Jasa, dan Pengelolaan Informasi Lainnya; 

1. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelatihan, 
bimbingan teknis dan sosialisasi pengadaan barang/jasa; 

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melaksanakan 
pemantauan terhadap penyebarluasan informasi dan regulasi 
menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Luwu; 

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
kebijakan daerah bidang Pengadaan Barang/Jasa; 

o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas 
dan fungsi; 

p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

q. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa dan memberikan saran pertimbangan 
kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
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r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pnrnnrnr 1 - --- --,,,;;, - --., - 
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 29 b 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 
Pengadaan Barang/ Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang Pengelolaan 
Pengadaan Barang/ Jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Pengelolaan 

Pengadaan Barang/ Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tu gas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa 
dan Pengelolaan Informasi Lainnya untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

memaraf d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

dan/atau 

f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan 
perumusan kebijakan daerah bidang Pengelolaan Pengadaan 
Barang/Jasa dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa; 

melakukan dan g. menyiapkan bahan, mengoordinasikan 
Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa; 

h. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; 
i. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/ jasa; 
j. menyusun strategi pengadaan barang/ jasa; 
k. menviapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen 

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 
1. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 
m. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/ sektoral; 
n. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 
o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

a ta n rtormeme-rirrta h. rl::il::im n=mvk::i nP.1::ik�::in::i::in tnv::i� rl::in fnnv�i: J.. . ; IL.;> .L - - -(.J f,J I 

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
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r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 
Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengelolaan Informasi 
Lainnya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Paragra/2 
�nh Rs:1gis:1n Pengelnls:1s:1n l,s:1ys:1ns:1n Pengs:1ds:1s:1n 

Secara Elektronik 

Pasal 29 e 

( 1) �nh HJ:101t:m PPnoPlnlJ:1J:1n T .J:1vJ:1nJ:1n PPnoJ:1nJ:1J:1n �Prl=lrl=I F.lPldrnn1k ,-, ......... -·- ---o----- - ---0------- ... -- --..; ------- - ---0---------- 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu 
Kepala Bagian Pengadaan Barang/ J asa dalam menyiapkan bahan 
penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi : 

a. menyusun rencana program/kegiatan Subbagian 
Pengadaan Secara Elektronik sebagai pedoman 
nPlA ln,iJ:1nJ:1J:1n tn oAs· r ... ------------------ � --.o---, 

Layanan 
dalam 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Subbagian Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik dan Pengelolaan Informasi Lainnya untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

dan/atau memaraf 

f. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan 
barang/ jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara 
elektronik) dan infrastruktumya; 

g. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara elektronik; 

h. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna 
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; 

i. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; 
1 n,pnoPn1hJ:1nokJ:1n s1stPn1 1nforn,J:1s11rJ:1no rl1h11t11hkJ:1n nlPh TTKPR.T· ..,. ------o----·-----o·------ -------- ---------- ........ - J ...... --o --- ------------- ----- - --- -- , 

k. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/ jasa 
pemerintah kepada masyarakat luas; 

1. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak; 
m. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; 
n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
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o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

n n,pnv11s11n 1::innr::in h::isll nPl::ik-s::in::i::in t11a::is T(pn::il::i �nhh::iai::in .r-· ------J ---- .. -- - ..... -...- .... ----- ------- 1.------.....----------- ---o--- ---r-·--- ·---·----o-- .. -- 

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan 
Pengelolaan 

Informasi Lainnya dan memberikan saran pertimbangan kepada 
ata san �P.hRP-Ri hahan neru mu san kebiiakan: dan 

"--' J.. .., , 

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pnrnnrnf' .':I - --- --.., - --., - 
Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa 

Pasal 29 d 

( 1) ,-, dan Arhrnlrnsi PPna::irl::i::in R::ir::ina /. T::is::i - ---0--------- - ....... _ ----o, - ----- 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu 
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan 
penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan 

Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan lnformasi Lainnya untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. 

dan/atau 

mPl::ik-nk-::in nPmhin::i::in h::iai n::ir::i nPl::ik-11 nPna::irl::i::in h::ir::ina/i::is::i ----------------- r----·---------- �--o- tr r r=>: sr r r rr=»>: .c----c:,---�---- --------o,J----- 

memaraf 

pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa dan 
personil UKPBJ; 

g. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 
barang/ jasa; 

h. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku 
kepentingan; 

i. melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan 
UKPBJ; 

1 mPbk-s::in::ik-::in ::in::ilisis hPh::in k-Pri::i TTKPR.T· 
J" ----------- ... ---------- ----------- - -----.-- ----.,-- - --- --- , 

k. melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ; 
1. melaksanakan pengembangan sistem insentif personil UKPBJ; 
m. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan 

secara elektronik; 
n. melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 
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o. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi 
proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan 
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa; 

p. meiakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsuitasi 
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa 
pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; 

q. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui 
mpnfr1si 

r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan 
Pengelolaan Informasi Lainnya dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan;dan 

u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tuzas. 

6. Ketentuan pada Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 48 

1. Peraturan Bupati Luwu Nomor 57 Tahun 2009 tentang Togas, 
Fungsi, dan Rincian Togas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati 
Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Tahun 2009 Nomor 57); 

2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Tahun 2011 Nomor 38); 

3. Peraturan Bupati Luwu Nomor .S Tahun 2013 tentang Pernbentukan 
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 
Nomor 5) ;dan 

4. Peraturan Bupati Luwu Nomor 161 Tahun 2017 tentanz Kode Etik 
Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Unit Layanan 
Pengadaan Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten 
Luwu Tahun 2017 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten T ,11w11. 

Ditetapkan di Belopa 
pada tanggal 2i D•s•mb r 2018 

Diundangkan di Belopa 
pada tanggal 28 Desember 2 1 i 

REKRETARTR DAERAH KABlJPATEN LUWU, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR JJ4 .. 

Lcoovohitamtian I D / lvo I Perbup J018 




